PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1996
TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
diatur sanks administrasi bagi pelanggaran yang bersifat administratif;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dipandang perlu mengatur lebih lanjut pengenaan sanksi
administrasi dengan Peraturan Pemerintah

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3613);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN SANKS|
ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai;
2.  Menteri adalah Menteri Keuangan;

3. Sanks...
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Sanksi administras adalah sanks berupa denda yang dikenakan
terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat
administratif.

Pasal 2

Sanksi administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran

administrasi yang secara nyata diatur dalam Undang-undang.
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. denda yang besarnya secara pasti sudah ditetapkan dalam

ketentuan yang bersangkutan;

b. denda yang besarnya merupakan perkalian dari cukai yang

terutang yang sudah dibatasi nilai minimum dan maksimumnya;

c. denda yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari nilai

rupiah yang hanya dibatasi nilai maksimumnya;

d. denda yang besarnya merupakan perkalian dari nilai rupiah yang

dibatas nilai minimum dan maksimumnya.

Pasal 3

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (7), Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25 ayat (4)

Undang-undang, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan dalam

masing-masing Pasal tersebut.

Pasal 4...
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Pasal 4

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal
32 ayat (2) Undang-undang, dikenakan sanksi adminstras dengan

ketentuan :

a

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar satu
kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar dua
kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar tiga
kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar

empat kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
lebih dari empat kali pelanggaran, dikenakan sanks administrasi

sebesar sanks administrasi maksimum.

Pasal 5...
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Pasal 5

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (7) Undang-undang, dikenakan sanksi administrasi dengan ketentuan

a.  apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar 20 %

dari sanks administrasi maksimum;

b. apabila ddam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administras sebesar 40 %

dari sanks administrasi maksimum;

c. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar 60 %

dari sanks administrasi maksimum;

d. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar 80 %

dari sanks administrasi maksimum;

e. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
lebih dari empat kali pelanggaran, dikenakan sanks administrasi

sebesar sanks administrasi maksimum.

Pasal 6

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36
ayat (2), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang,

dikenakan sanksi administrasi dengan ketentuan :

a.  apabila...
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apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar satu
kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar dua
kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar empat
kali sanksi administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar

enam kali sanks administrasi minimum;

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
lima kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar

delapan kali sanksi administrasi minimum;,

apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan
lebih dari lima kali pelanggaran, dikenakan sanks administrasi

sebesar sanksi administrasi maksimum.

Pasal 7

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Bea dan Cuka dan disampaikan kepada yang

dikenakan sanksi administrasi dengan surat pemberitahuan.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
besarnya sanksi administrass yang dikenakan dan ketentuan

Undang-undang yang dilanggar.

Pasal 8...



